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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

i 
1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S . :  Alam Nasyrah: 6) 

2. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh urusan yang lain (Q.S. : Alam Nasyrah: 7) 

3. Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang rupamu, pangkatmu, dan hartamu 

tetapi Allah memandang kepada hati dan amalmu. (Hadits Riwayat Thabrani) 

4. Kita yang muda tegap, yakin dan kuat lewat doa dan usaha nyata kan 

kuciptakan segala damba. (lpah Ma'rifah). 

Kupersembahkan: 

# Abah dan Ummi yang kucinta 

# Kakak-kakakku (Hasanudin + Didi 

Humaedi) 

* Adikku Lathifah yang kusayangi. 

# Kakak-kakak iparku clan keponak 

keponakanlcu yang cantik-cantik. 

Rekan-rekan yang kusayangi, 

terima kasih atas dorongannya. 

# Para pembaca yang budiman. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

I  

A. Latar Belakang Masalah 

I  

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara 

yang ada di dunia ini tidak lepas dari perkembangan dan pembangunan 

masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah 

i pembangunan yang menyeluruh di segala bidang termasuk di dalamnya 

bidang Perbankkan. 

Pembangunan di bidang Perbankkan nampak jelas dengan semakin 
I 

banyaknya bank-bank, baik bank swasta maupun bank-bank nasional, baik 

bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang tersebar di banyak pulau di 
I 
I Indonesia. Tumbuh clan berkembangnya bank-bank ini tidak lain karena suatu 

tuntutan perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin lama 
I 

I 

semakin membutuhkan keberadaannya. 
Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin pesat tidak lepas dari 

keikut-sertaan bank-bank dalam menyediakan dana atau modal guna dapat 
I 

berlangsungnya suatu usaha atau produksi yang merupakan salah satu faktor 
penyebab pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat. 

U ntuk mendapatkan dana atau moda1 dari bank maka seorang 
( debitur) haruslah mempunyai suatu jaminan atau agunan yang setara dengan 
apa yang diajukan dalam pennohonan kreditnya. Dalam hal jaminan atau 
agunan, BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah mengatur 

1 
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jaminan yang bersifat umum dimana benda jaminan tidak ditunjuk secara 

khusus dan kedudukan para kreditur adalah sama (seimbang), sesuai dengan 

I 

piutangnya masing-masing. Kreditur yang demikian disebut kreditur 
I 

I 

konkuren. Dalam hal pemenuhan piutangnya, kreditur konkuren dikalahkan 

oleh kreditur Preferen. 

U ntuk lebih menjamin keamanan bagi kreditur maka Ki tab 

Undang-undang Hukum Perdata membagi dua bagian jaminan / agunan 

dalam: 

a. Jaminan kebendaan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu 

benda 

Contoh: 1 .  Gadai (titel 20 buku II KUH Perdata) 

Apabila benda jaminan benda bergerak baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud. 

2. Hipotik (titel 21  Buku II KUH Perdata) 

Apabila benda jaminan berupa benda tidak bergerak. 

b. Jaminan perorangan : jaminan yang berupa kemungkinan adanya orang 

lain yang dapat ditagih di sarnping debitur sendiri (Buku ill KUH 

Perdata). 

Contoh : 1 .  Borg tocht (penanggungan hutang) 

2. Hoof delijk heid (perikatan tanggung menanggung) 

Disamping gadai dan hipotik masih terdapat lembaga jaminan yang 

diatur di luar KUH Perdata, yaitu Creditverband dan Fiducia. 

Credietverband mulai dikenal pada tahun 1908 dengan 

diundangkannya koninklijk besluit No. 50 (Stb. 1909 No. 542) maka benda- 
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benda yang dapat diikat dengan Credietverband adalah tanah dengan hak 

Indonesia, seperti tanah-tanah dengan hak adat, rumah-rumah yang sudah atau 

akan dibangun di atas tanah tersebut (tanah dengan hak Indonesia tersebut). 

Penyerahan hak milik secara Fiducia merupakan suatu lembaga 

jaminan benda bergerak disamping gadai. Fiducia timbul akibat kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan perekonomian membutuhkan lembaga 

jaminan yang bersifat fleksibel. 

Adanya ketentuan pada gadai yang mesyaratkan bahwa kekuasaan atas 

bendanya harus berpindah pada pemegang gadai, sebagaimana diatur pada 

pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata, adalah hambatan bagi pemberi gadai. 

Terlebih-lebih jika benda jaminan merupakan alat-alat yang penting untuk 

mata pencaharian sehari-hari. 

Penyerahan benda jaminan secara fiducia dengan cara konstitutum 

passesorium, yaitu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana 

benda yang menjadi jaminan tetap berada dalam kekuasaannya. 
i 

Dasar hukum keberadaan fiducia adalah yurisprudensi, di Nederland 

dasar hukumnya adalah keputusan Hoge raad Bier browerij Arrest 

tanggal 25 J anuari 1929, sedangkan di Indonesia adalah keputusan Hoog recht 

shet tanggal 18  Agustus 1932 tentang Bataafsche Petrolium Maatchapij 

Arrest. 

Perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya perkembangan 

perkreditan di Indonesia memerlukan, bentuk lembaga jaminan baru di 

samping bentuk1 jaminan yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu. 
I 

kebutuhan akan bentuk jaminan dimana debitur dapat memperoleh kredit 
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dengan jaminan benda bergerak namun ia tetap dapat menguasai benda 

jaminan untuk kebutuhan sehari-hari. 

I 

Dengan demikian hanya Lembaga Fiducia atau Fiducia Eigendom 

Overdracht yang dapat menampung akan kebutuhan kredit yang tidak dapat 
i 

ditempuh oleh lembaga-lembaga jaminan yang lain. 

Perkembangan lembaga Jaminan Fiducia di Indonesia sangat pesat 

sebagaimana yang terjadi dalam praktek dunia perbankkan, hal ini dapat 

dirasakan kemanfaatannya oleh nasabah maupun oleh pihak Bank itu 

sendiri. Bagi kreditur (Bank) yang menguntungkan sebab prosedur 

pemasangannya mudah. Ia tidak usah menyediakan tempat penyimpanan 

barang, dimana hal ini tentu saja akan mengurangi resiko bagi Bank. 

Sedangkan bagi debitur (nasabah) tetap dapat mempergunakan benda 

jaminan untuk keperluan sehari-hari dengan syarat tidak boleh melepaskan 

atau menjaminkan kembali benda jaminan sehingga hal ini akan merugikan 

Bank. 

Didalam praktek Perbankkan sekarang, penyerahan hak milik secara 

fiducia telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya benda 

bergerak yang menjadi obyek fiducia. Naman barang tidak bergerak seperti 

tanah juga bisa menjadi objek fiducia. 

Dengan keluamya Undang-undang No .16 Tahun 1985 tentang Rumah 

Susun, secara resmi Fiducia disebut dalam Undang-undang pasal 12 dan 13 

Undang-undang tersebut menentukan bahwa rumah susun atau satuan rumah 

susun atau apartemen dapat dibebani hipoteik jika tanahnya hak rnilik atau 
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hak guna bangunan, atau · dengan fiducia jika tanahnya merupakan hak pakai 

atas negara. 
! 

Di lihat dari kebutuhan perkreditan, perkembangan lembaga Fiducia 

yang sangat pesat sangat memperlancar pemenuhan kebutuhan akan kredit, 
I 

akan tetapi dari kepastian hukum dan perlindungan masyarakat khususnya 

perlu ditinjau kembali dalam praktek perkreditan sekarang. Dengan 

pertimbangan-pertimbangan inilah yang mendorong penulis untuk menulis 

skripsi dengan judul "PELAKSANAAN FIDUCIA SEBAGAI JAMINAN 

KREDIT PADA BRI CABANG CIREBON". 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

a. Pembatasan Masalah 

Guna I menghindari kekaburan dan penyimpangan pembahasan 

topik masalah yang akan diteliti, maka perlu diadakan pembatasan 
I 

sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran dan tujuan 

yang ingin dicapai, serta dapat ditelaah oleh pembaca secara jelas clan 

mudah, dengan demikian diharapkan mampu menghasilkan Karya 

Ilmiah yang jelas maksud dan tujuannya agar bermanfaat bagi 

pembaca, pengembangan ilmu, masyarakat pada umumnya dan bagi 
i 

penulis sendiri. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada 

lingkup pelaksanaan Fiducia sebagai jaminan kredit pada BRI Cabang 

Cirebon. 
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b. Perumusan Masalah 
I  

Suatu Karya Ilmiah akan dapat mencapai tujuan apabila dalam 

operasional kerjanya telah dirumuskan permasalahan apa sebenamya yang 
I 

akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan, oleh karena itu untuk 

memudahkan dalam pencapaian tujuan pembahasannya, maka 

penyusunan skripsi ini dibuat perumusan masalah sebagai berikut : 

1 .  Hal-hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan oleh pemohon kredit 

dengan Jaminan Fiducia? 

2. Hal-hal apa sajakan yang menjadi obyek dari Lembaga Fiducia? 

3. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan kreditur (Bank) selaku 

pemberi kredit terhadap benda jaminan untuk mengamankan 

kreditnya? 

4. Keuntungan apakah yang diperoleh dengan adanya Lembaga Fiducia 

ini?. 

I 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk memperoleh data-data 

penelitian yang selengkap-lengkapnya, sekaligus menyusun, mengelola 

serta menganalisa data tersebut berdasarkan pengetahuan maupun teori 

yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk : 
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1 . Mengetahui hal-hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan oleh 

pemohon kredit (calon debitur) dengan Jaminan Fiducia. 

2. Mengetahui benda apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan pada 

Lembaga i Fiducia. 

3. Mengetahui upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh 

kreditur (Bank) agar memperoleh jaminan pelunasan piutangnya 

dari debitur. 

4. Mengetahui keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan adanya 

Lembaga Fiducia ini. 

b. Kegunaan Penelitian 

Tiap-tiap penulisan skripsi maupun penelitian kiranya diharapkan 
i 

mempunyai kegunaan, baik untuk diri penulis itu sendiri atau secara 

khusus, maupun secara umum untuk khalayak ramai, dimana untuk itu 

penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut : 

1. Secara khusus 

Kegunaanl penelitian ini secara khusus akan menambah pengetahuan 

bagi diri penulis di bidang hukum, dan dapat mengetahui bagaimana 

hubungan antara teori clan praktek khususnya yang berkenaan 

dengan Lembaga J aminan Fiducia, serta guna melengkapi 
I 

persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 
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2. Secara Umum 

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menjadikan sumbangan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu 

Hukum. 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan unsur yang cukup penting dalam suatu 

penelitian, demikian pula dalam penelitian ini. Dan langkah-langkah yang 

dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. 

Pendekatan yuridis karena jelas menggunakan kaidah hukum yang ada 

serta peraturan yang lainnya. 

Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui sampai 

sejauh mana yang terjadi di dalam praktek yang kemudian diambil sebagai 

pengetahuan empiris. 

2. Spesifikasi 

Spesifikasi penelitian bersifat diskriptif menggambarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum 

dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan 

diatas. 

3. Metode Sampling 

Metode sampling yang digunakan adalah non random purposive sampling, 

artinya pengambilan sample yang dilakukan tanpa memperhatikan 
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I 

besarnya populasi serta keseluruhan yang sebelumnya sudah dikenal, 
I 
I 

melainkan hanya beberapa saja yang mewakili dengan maksud kiranya 
I 

i 

dengan contoh-contoh akan mendukung dalam pembuktian permasalahan 
! 

yang diajukan ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah 

makalah, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang 

undangan yang mempunyai obyek penelitian. 

b. Penelitian Lapangan (Field Reseach) 

Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung pada Instansi BRI 

atau kalangan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. 

c. Wawancara (Interview) 
I 

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan responden. 

5. Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kwalitatif yaitu data 

yang sudah diperoleh baik secara lisan maupun tertulis tersebut kemudian 

dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya data tersebut 

dianalisa. 

E. Sistematika Penulisan 

I  

Dalam penelitian skripsi ini penulis membuat sistematika skripsi 

sebagai berikut : 
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Sebagai Pendahuluan Bab I yang menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Sedangkan Bab II tentang tinjauan pustaka berisi : pengertian fiducia, 

pengaturan fiducia, bentuk perjanjian fiducia, sifat perjanjian fiducia, obyek 

fiducia, hapusnya fiducia dan peranan fiducia sebagai lembaga jaminan 

kredit. 

Adapun Bab III adalah basil penelitian dan pembahasan, membahas 
I 

mengenai : pelaksanaan fiducia sebagai jaminan kredit pada BRI Cabang 

Cirebon, barang-barang yang dijadikan jaminan fiducia, hak dan kewajiban 

dalam fiducia serta masalah atau hambatan yang terjadi dan penyelesaiannya. 

Akhimnya Bab IV sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran. 

kesimpulan merupakan kristalisasi dari basil pembahasan, sedangkan saran 

merupakan usulan dari penulis. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Fiducia 
I 

Banyak sarjana yang memberikan keterangan tentang fiducia, 

sehingga lembaga jaminan mt sering disebut bermacam-macam 

sebutan/istilah kepada pemakainya. Diantaranya ada yang menamakan Bezit 

loos pand atau tanpa bezit. Sebab disini yang menguasai benda jaminan 

adalah debitur bukan kreditur. 

Di samping itu ada yang menamakan dengan Eperkopet pandrech 

yaitu pand yang terselubung (dari pand). 

Dari berbagai definisi tentang fiducia yang dikemukakan para ahli, 

penulis akan mengemukakan tiga definisi yaitu dari Prof. R. Soebekti, Oey 

Hoey Tiong, dan dari Teguh Pudjo Muljono. 

Menurut Prof. R. Soebekti mengemukakan bahwa : 
I 

Perkataan FIDUCIAIR yang berarti "secara kepercayaan" ditunjuk 

kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak 

kepada pihak lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan 

hak milik, sebenamnya (kedalam, intern) hanya satu. jaminan saja untuk suatu 
I 

hutang." 

Sedangkan Oey Hoey Tiong, SH, mengemukakan bahwa : 

Prof. R Soebekti, Jaminan-iaminan ntuk Pemberian Kredit_ Menurut Hukum 
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 66. 

1 1  
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I  "Fiducia menurut asal katanya berasal dari kata Fides, yang berarti 

kepercayaan, memang hubungannya antara debitur sebagai pemberi Fiducia 
I 

merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan kepercayaan." 
I 
I 

Teguh Pudjo Mulyono memberi pengertian Fiducia adalah 

"Penyerahan hak milik atas barang bergerak sebagai jaminan kredit dengan 

menahan barang-barang tersebut secara kepercayaan. 

Demikianlah pengertian dari lembaga jaminan fiducia, yang kalau 

diperhatikan secara keseluruhan dari definisi tersebut di atas, maka terdapat 

pengertian yang berbeda, namun pengertian yang berbeda tersebut 

mempunyai makna yang sama yaitu penyerahan hak milik secara 

kepercayaan. 

B. Pengaturan Fiducia 

a. KURD Buku, III titel 21  Tentang Piutang yang Diistimewakan. 
I 

b. Pasal 314 ayat 3, 315 ,  315a, 315b, 315c, 315d dan 316 KUH Perdata 
' 

Tentang Hipotek-hipotek Atas Kapal. 

c. Undang-undang No.5 tahun 1961 Pasal 23, 33, 54. 

d. Undang-undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankkan. 

e. Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia. 
I 

f. PP No.IO tahun 196 1  jo PMA No .15 tahun 196 I Tentang Pengikatan Hale 
I 

Milik, HGB, HGU dengan Hipotek dan Crediet Verband. 

Oey Hoey Tiong, SH., Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsnr Perikatan, Ghalia 
Indonesia, 1983, hal. 2 1 .  

•  Teguh Pudjo Mulyono, Managemen Perkreditan Bagi Bank Komersial PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 279 ° 
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g. PP No. 86 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia 

danBiaya I  

h. PMDN No. SK 41/DDI/1969 Tentang Pendaftaran Crediet Verband. 

i 
i. Keppres No. 139 tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran 

Fiducia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia 

J. Undang-undang No.16 tahun 1985 tentang rurnah susun. 

k. Yuris prudensi tentang Fiducia. 

C. Bentuk Perjanjian Fiducia 

Pada azasnya penjanjian fiducia tidak terkait oleh bentuk tertentu. Jadi 

dapat secara tertulis maupun secara lisan. Dari ketentuan Undang-undang 

maupun yuris prudensi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk 

perjanjian fiducia. Namun menurut kebiasaan, perjanjian (fiducia) Iazim 

dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam akte notaris atau dituangkan 
I 

dalam akte di bawah tangan, terserah kepada penentuan/kesepakatan dari I 

parapihak. 

Di dalam praktek Perbankkan di Indonesia perjanjian fiducia lazim 

dibuat oleh Bank Pemerintah maupun swasta dalam bentuk akte Perjanjian 

I 
Bank (Akte Perjanjian Fiducia) dan dirumuskan dalam formulir-formulir 

tertentu untuk kredit-kredit dalam jumlah yang besar dan tanggungannya 

barang-barang yang berharga, maka biasanya Perjanjian Fiducia dituangkan 

dalam akte notaris, misalnya berupa fiducia atas pabrik atau gedung 

perusahaan diatas hak sewa atau hak pakai. 

13 
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Untuk pemberian kredit dengan jaminan fiducia, maka di dalam Akte 
I 

Perjanjian Pemberian Kredit harus mengatakan : 
I 

1 .  Bahwa sebagai jaminan atas pemberian kredit oleh Bank beserta biaya 

yang harus dibayar, diserahkan barang-barang secara fiducia. 

2. Setelah barang-barang yang diserahkan secara constitutum possessorium, 

saat itu juga Bank menyerahkan kembali pada peminjam untuk bertindak 

atas nama Bank sebagai Peminjam. 

3. Kadang-kadang Bank tertentu juga mensyaratkan debitur dilarang, 

melepaskan atau menjamin kembali barang-barang jaminan kecuali ada 

ijin dari Bank secara tertulis. 

D. Sifat Perjanjian Fiducia 

Dengan diakui penyerahan hak milik secara fiducia sebagai lembaga 

jaminan yang sah, maka konsekwensi logis dari pengakuan tersebut adalah 

I 

bahwa lembaga fiducia mempunyai sifat hukum. 

Mengenai sifat perjanjian fiducia antara para penulis belum ada 

kesatuan pendapat, meskipun pendapat-pendapat itu bertujuan bahwa dengan 

perjanjian fiducia itu disamping diharapkan timbulnya jaminan bagi kreditur, 

namun masing-masing pendapat mempunyai konsekwensi dan akibat yang 

berbeda dalam berbagai bidang. Misalnya dalam mempertahankan atau daya 

berlakunya hak tersebut. 

Dari berbagai pendapat dan yuris prudensi dapat disimpulkan bahwa 

sifat hukum perjanjian fiducia adalah : 

14 
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1. Accessoir 

Fiducia memiliki sifat accessoir sesuai dengan sifat yang melekat 
! 

pada hukum jaminan gadai dan hipotik. 

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH., perjanjian 
I 

fiducia melekat pada perjanjian pokok. 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mariam 

Darus Badrulzaman, SH., maka Prof. Dr. Sri Soedewi, SH., juga 

berpendapat bahwa perjanjian fiducia mempunyai sifat accessoir, 

alasannya adalah bahwa perjanjian fiducia tergantung pada 

perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian peminjaman 

uang dari Bank. Dalam praktek Perbankkan perjanjian fiducia ini 

sering diadakan sebagai tambahan jaminan pokok manakala jaminan 

pokok dianggap kurang memenuhi. 

Adakalanya fiducia diadakan secara tersendiri, dalam arti tidak 

sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok, yaitu sebagai 

jaminan pokok, sebagaimana sering dipakai oleh pegawai kecil, 

pedagang kecil, pengecer dan lain-lain sebagai jaminan kredit mereka 

yang dimintakan di Bank. 

Sementara itu pihak-pihak yang tidak setuju sifat accessoir 

dari fiducia, mengemukakan bahwa istilah accessoir tidak dikenal 

dalam Undang-undang, tidak ada pengertian atau uraian yang jelas. 

"Prof .  Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH., Bab-bab Tentang Crediet_ Verband, 
Gadai dan Fiducia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 96. 

·Prof. Dr. Sri Soedewi, SH., op.cit. , hal 26. 
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Sehubungan dengan pemakaian pengertian accessoir bagi hak 

jaminan, memang tidak ada keragu-raguan bahwa fiducia adalah 

sebagai hak yang nasibnya tergantung pada perutangan pokok yaitu 

sebagai jaminan (borg). Namun dikemukakan pula bahwa fiducia 

adalah merupakan hak milik yang terbatas, dalam hal ini "zekerheid 

eigendom" tidak dapat disamakan dengan pand hipotek karena 

tidak dianggap mempunyai sifat accessoir. 

Berlainan dengan penulis-penulis lainnya yang menyatakan bahwa 

perjanjian fiducia bersifat accessoir, sebaliknya stein menyatakan 

"Perjanjian fiducia itu bersifat berdiri sendiri, tidak tergantung pada 

piutangna. 

Para penulis pada umumnya menyangkal sifat accessoir dari zeker 

heidseigendom, berlandaskan pada apriori bahwa hak milik tidak dapat 
I 

bersifat accessoir. 

Dalam praktek Perbankkan di Indonesia, perjanjian fiducia 

untuk kredit-kredit dalam jumlah besar dan dengan jaminan barang 

berharga dituangkan dalam akte notaris, sedangkan untuk kredit 

kredit kecil dituangkan dalam fonnulir tertentu. Di dalam fonnulir 

memuat rumusan perjanjian fiducia, dikaitkan atau merupakan perjanjian 

accessoir, senantiasa dikaitkan dengan perjanjian peminjaman uang, yang 

berfungsi sebagai jaminan secara khusus antara para pihak. 

6) Prof. Dr. Sri Soedewi, SH., op.cit, hal 85. 
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I  

i  

2. Luas Hak Milik Penerima Fiducia 

Mengenai luas hak milik dalam penyerahan secara fiducia ada dua 

aliran yang mempunyai pendapat berbeda : 
a. Aliran Kuno 

Pendirian aliran kuno mengemukakan bahwa hak milik fiducia 

adalah sempurna, berdasarkan bahwa perjanjian fiducia itu 

merupakan perjanjian obligatoir. Pendirian ini dianut pada jaman 

Romawi, yang disebut dengan "Fiducia cum crediture. 

Pendapat tersebut selaras dengan sistem hukum kebendaan 

menurut KUH Perdata yang bersifat tertutup, yaitu yang tidak 

memungkinkan adanya hak kebendaan baru selain yang sudah 

ditetapkan dalam Undang-undang. 

b. Aliran modern 

Aliran ini berpendapat bahwa perjanjian fiducia hanya melahirkan hak 

jaminan bukan hak milik. 

Perbedaan kedua pendapat ini akan menjadi jalan dalam hal 

pemilik fiducia menjadi jatuh pailit. Menunrt pendirian yang pertama, 

termasuk benda fiducia jatuh pailit. Seluruh harta kekayaan termasuk 

harta benda fiducia jatuh dalam boedel pailit. Kantor pailit dapat menuntut 

benda fiducia yang berada pada pemberi fiducia untuk dijual sebagai 

pembayaran hutang pemilik fiducia. 

Menurut pendirian modem, jika pemilik fiducia pailit maka benda 

fiducia tidak jatuh ke dalam boedel pailit tetapi benda fiducia hanya dapat 

17 
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dilelang dal batas-batas sebagai benda jaminan untuk melunasi hutang 
pemberi fidlcia kepada pemilik fiducia. Pendapat terakhir ini yang diikuti 
dalam Jk Perbankkan sekarang. 

3. Parate E�kusi 
Sebagai konsekwensi atas diakuinya fiducia sebagai jaminan 

I kebendaan yang baru oleh yuris prudensi, maka kreditur mempunyai hak 
untuk melakukan Parate Eksekusi, yaitu kreditur berhak dan wajib 
menjual benda jaminan di depan wnum dalam hal debitur wan prestasi. 

Di d~lam penjualan umum, kreditur bertindak seakan-akan ia 
menjual barangnya sendiri, ia tidak perlu memberitahukan kepada debitur, 

I sebab penjualan dapat ditentukan sendiri. Kreditur yang menerima uang 
pembayaran lkemudian memperhitungkan hutang-hutang debitur, memberikan nda pelunasan dan mengembalikan sisanya kepada debitur. 

Menlt J. Satrio kedudukan penerima fiducia (kreditur) adalah 
sebagai pemilik benda jaminan dengan pembatasan, sebab di satu sisi ada 
tanda-tanda ibagai pemilik benda jaminan, di sisi lain ia hanya sebagai 
pemilik hak jaminan." Dalami praktek Perbankkan biasanya telah diperjanjikan bahwa 

I 

Bank diberi kuasa untuk menjual di depan umum maupun di bawah 
I 
I tangan apabila debitur wanprestasi. 
i 

i 

Menurut Pasal 1 1 5 5  dan  1156  KUH Perdata ditentukan bahwa 
! apabila debitur wan prestasi, maka ia tidak akan menerima perlindungan 
! 
! 

?J.  Satrio, Hkm Jaminan, Mak-hal Jaminan kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1991, hal 1 8 2 . [  
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Pasal 1 154 KUH Perdata dan para pihak boleh memperjanjikan cara 

penjualan y g Iain. 
Di lalam penjualan, kedudukan kreditur sangat kuat, sebagai 

pemilik ia enjual barangnya sendiri dan ia sendiri yang menerima uang 

penjualan bLg jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya, tidak 
! 
i ada kreditur lain yang akan sanggup untuk mendahuluinya. 
I 
I 4. Hak Preferen 
i 

I 

Pemilik fiducia memiliki hak preferen. Jika pemberi jaminan 
I 
I 

fiducia pailit, maka benda fiducia tidak akan jatuh ke dalam boedel pailit. 

Pemilik fidubia dalam ha! ini mempunyai sparatist, yang berhak menjual 

benda jaminan untuk pelunasan piutangnya. Hal ini disebabkan oleh 
I 

i 

perjanjian fiducia itu sendiri yang melahirkan hak yang zakelijk bagi 
kreditur, maka hak zakelijk tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak 
ketiga, dan Jnda-benda jaminan yang berada pada debitur berada di luar 
boedel kepai itan. Pemilik fiducia mempunyai kedudukan yang terkuat, 
seperti halny pemegang gadai dan hipotik, yang pemenuhan piutangnya 
harus didahuh an dari pada kreditur-kreditur lainnya. 

E. Obyek Fiducia 

1. Benda Bergeiak 
I  
I  

Pada I umumnya yang dapat menjadi obyek fiducia ialah 
I 

benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih 
akan ada di kemudian hari. Dalam praktek banyak terjadi benda 
benda bergerak yang sudah ada yang dapat dijadikan obyek fiducia, 

19 



20 

i 

misalnya : perkakas rumah tangga (mebel, radio, almari es, mesin 
I 

jahit), kendaraan bermotor, alat pertanian, alat-alat inventaris 
I 

perusahaan, barang-barang di gudang, dimana semua itu dapat dipakai 

sebagai jaminan fiducia. 
I 

Barang-barang yang masih akan ada dikemudian hari juga 

dapat menjadi obyek fiducia, yaitu barang yang saat terjadinya 

perjanjian fiducia masih belum ada, akan tetapi diperolehnya kemudian. 

Fiducia atas barang-barang yang masih akan ada di kemudian hari 

sering dipakai sebagai jaminan atas kredit rekening berjalan. 
I 

Dipergunakan untuk membiayai barang-barang persediaan dagangan 

dan tagihari-tagihan untuk tidak melanggar syarat "beshiking 

sbevoegdheid" karena barang-barang itu pada waktu itu belum ada, 

maka debitur yang bel um memiliki benda-benda tersebut pada 

waktu dibuat akte fiducia harus menyatakan bahwa benda-benda yang 
I 

sudah ada akan diperolehnya, menambah persediaan sebagai jaminan 

atas hutangnya, sejak diperolehnya benda-benda tersebut. Kemungkinan 

ini disebut "constitutum possessorium bijvoorraad" atau "gianticipeerd 
i 

possessorium. 
I  

Untuk piutang atas nama (vordering opnaam) dapat dialihkan 

sebagai jaminan hutang secara fiducia. Piutang atas bawa (vordering dan 

fonder) clan piutang atas tunjuk (vordering dan order), lazimnya jika 

dijaminkan dalam bentuk gadai. Untuk pengikatan atas nama ini suiljing 

menamakannya sebagai "fiduciaire cessie", sedangkan creveld 

menamakannya sebagai "zakerheidscessie" atau cessie sebagai jaminan 
20 
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I  

dalam penyerahan piutang disini tidak dilakukan dengan constitutum 

possessorium melainkan dengan cessie." 

Cessie adalah suatu perjanjian, dimana kreditur mengalihkan 
i 

piutangnya (piutang atas nama) kepada pihak lain. Di mana dalam 
I 

perjanjian ini didahului suatu titel yang merupakan perjanjian obligatoir. 

Dalam cessie yang bertujuan untuk menjamin pelunasan hutang 

melibatkan tiga pihak : 

a. Cessionarris, pihak penerima peralihan piutang sebagai jaminan. 

b. Ceden : pihak yang menyerahkan piutang sebagai jaminan. 

c. Cessus ( debitur cessus) ; pihak yang hutangnya dialihkan oleh ceden. 

Jika cessie dimaksudkan untuk jaminan maka maksud tersebut 

harus diberitahukan kepada cessus agar ia mengetahuinya dan 

memperoleh akibat-akibat hukum sebagaimana lembaga-lembaga pokok 

oleh ceden maka cessie sebagai jaminan akan hapus dan benda jaminan 

secara otomatis akan kembali pada debitur tanpa adanya retra cessie 

terlebih dahulu, jadi cessie sebagai jaminan ini dibuat dengan syarat yang 

memutus atau dengan "voorwaarde. 

Dalam praktek Perbankkan, kedudukan gadai mengenai piutang 

atas nama terdesak oleh cessie sebagai jaminan mengenai piutang atas 

nama, demikian juga gadai barang bergerak (berwujud) terdesak oleh 

fiducia atas benda bergerak. 

" Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab tentang Crediet Verband, Gadai dan 
Fiducia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,  hal. 96. 
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i 
I 

Dalam beberapa hal cessie sebagai jaminan ini mengandung 

persyaratan dan ketentuan yang lebih menguntungkan dan lebih ringan 

dari pada gadai: 
]  

a. Tidak terikat oleh syarat gadai yang berupa kewajiban pemberitahuari, 

yang segera diberi tahukan kepada debitur tentang adanya gadai atau 

piutang tersebut. 

b. Tidak ada kewajiban administrasi yang banyak clan menurut bentuk 

tertentu memberitahukan kepada debitur yang mungkin banyak 

jumlahnya. 

c. Bagi si peminjam umumnya lebih suka jika pemberian jaminan untuk 

hutang tersebut sedapat mungkin tidak diketahui para debitur piutang 

atau para langganannya. Sedangkan pada cessie sebagai jaminan di 

mana penjaminan piutang kepada debitur dengan cessie 

memungkinkan bahwa pemberitahuan kepada debitur itu dapat 
i 

dilakukan kemudian, yaitu sampai saat dimana kreditur baru 
I 
I 

( cessionaris) akan melaksanakan hak pemenuhan hutangnya. 

d. Hak versal atas piutang dengan cara penjualan di muka umum praktis 

clan tidak menguntungkan. 

e. Cessionaris tidak usah khawatir mengenai hak preferensi dari pada 
I 

ficcus seperti halnya gadai, dimana ada kalanya gadai dikalahkan dari 

pada ficcus. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 318  KUH Dagang semua kapal, 

kapal-kapal dalam pembangunan clan andil-andil atasnya yang telah 
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terdaftar dalam pembukuan kapal (Pasal 314, 749 KUH Dagang), tidak 

dapat digadaikan dan tidak dapat difiduciakan, tetapi dihipotikkan. 

Untuk kapal-kapal yang tidak memenuhi syarat untuk dibukukan 
! 

menurut ketentuan Pasal 314 dan 749 KUH Dagang, dapat menjadi obyek 

fiducia. Yang dimaksud dengan kapal-kapal sungai, clan di bawah ukuran 

30 m' untuk kapal laut dan lain-lain. Atau meskipun besarnya kapal itu 

memenuhi syarat untuk dibukukan, namun untuk sementara belum 

didaftarkan. Hal ini terjadi misalnya kapal yang dibeli dari luar negeri 

dan baru akan dibukukan setelah tiba di tanah air. Adapun tentang kapal 

terbang tidak ada kewajiban untulc dibukukan, maka menurut ketentuan 

Undang-undang, kapal terbang yang telah dibukukan dapat menjadi obyek 

fiducia. Pesawat negara mungkin milik negara, milik badan-badan umum, 

milik badan swasta ataupun milik perorangan. 

2. Benda Tetap 

i 

Di dalam praktek perkreditan sekarang, penyerahan hak milik 

secara fiducia telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya 

bergerak, tetapi benda tetap juga dapat dijadikan jaminan fiducia. 

Tanah yang tidak memenuhi syarat administrasi sehingga tidak 

dapat digunakan hipotik dapat diterima sebagai jaminan fiducia, misalnya 

hak pakai dan hak pengelolaan. 

Untuk hak-hak atas tanah yang tidak tunduk kepada KUH Perdata, 

sejarah perundang-undangan kita mengenal pemisahan horisontal, dimana 

orang mempunyai hak milik atas tanam-tanaman, bangunan, rumah yang 
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terlepas dari tanahnya yang diatur dalam Bataviasche Grondhur Stb 1918 

No. 287. 

Dengan adanya yuris prudensi Hindia Belanda pada tanggal 1 
i 

September 1927 dan 19 Mei 1927 yang mendukung Stb. 1918 No. 287 

maka pembentuk Undang-undang di Indonesia mengakui hak milik 

bangunan di atas tanah milik orang lain yang lahir karena suatu perjanjian 

clan clianggap sebagai benda bergerak. Dan jika dijaminkan dapat dengan 

penyerahan secara fiducia. 

Ciri-ciri hak milik bangunan di atas tanah orang lain itu adalah 

sebagai berikut : 

• Bangunan dibangun oleh pemilik dengan bahan-bahan milik sendiri di 

atas tanah orang Iain. 

• Hak bangunan atas persetujuan pemilik tanah. 

• Bangunan dianggap dan diperlakukan sebagai barang bergerak. 

• Tanah dan bangunan merupakan benda-benda terpisah dan dapat 

dialihkan. 1 

• Hubungan antara pemilik tanah dan pemilik bangunan diatur dalam 

perjanj1an sewa. 
I 

• Jika hak-hak sewa berakhir maka pemilik bangunan tidak berhak atas 

ganti rugi. Pemilik tanah tidak wajib mengambil alih bangunan clan 

karena itu pemilik bangunan wajib membongkar bangunan. 

• Pemutusan sewa harus seijin pejabat berwenang. 

Menurut Pitlo, "Fiducia juga dapat dilaksanakan untuk benda 

tetap meskipun ini jarang terjadi dalam praktek karena dibandingkan 
24 



25 

I 

I 

dengan hypotik bagi yang berpiutang bentuk jaminan itu lebih 

memberikan jaminan yang kuat." 

Karena di samping akte hypotik juga adanya sertifikat hypotik, 
I 

yang didaftarkan di dalam register umum mempunyai kedudukan 
I 

preferensi dan ada clausul-clausul atau janji-janji khusus yang telah diatur 

oleh Undang-undang. 

Sedangkan oleh Budi Harsono, SH., dikatakan bahwa hak 

pakai atas tanah tidak termasuk hak tanah yang dapat dijadikan 

jaminan hutang dengan dibebani hipotik maupun crediet verband, 

sekalipun hak pakai sudah didaftarkan dan ada sertifikatnya. Oleh karena 

itu sebagai gantinya, tanah dengan hak pakai tersebut dapat 

dipakai sebagai jaminan hutang dengan jalan fiducia (penyerahan hak 

milik atas kepercayaan) yang harus dibuat dengan akte PP AT kemudian 

dicatat pada sertifikat haknya." 
i  

Dengan dicatatnya penyerahan hak milik secara kepercayaan 

itu dalam sertifikat hak pakainya maka pihak ketiga/umum akan 

mengetahui adanya pembebanan tersebut. Bahwa hak pakai atas tanah 

itu tidak dapat dibebani hypotik atau crediet verband telah ditegaskan 

dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1973 No.3 / 

77 / 3 / 1973. 

Sri Soedewi Masjchoen, SH., Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tnah, Liberty, 
Yogyakarta, 1980, hal. 83. 

" Budi Harsono, SH., Hukum Agraria Indonesia, Seiarah, Pembentukan UUPA, Isi 
dan Pelaksanaannya, Jilid Kesatu, Djambatan, Jakarta, 1993, hal. 291. 
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Menurut Peraturan Menteri Agraria No. l Tahun 1966, 
i  

ditentukan bahwa selain hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, 

hak guna usaha dan hak pengelolaan juga harus didaftarkan. Demikian 
I 

juga setiap peralihannya harus didaftar menurut ketentuan PP No.10 
I  

Tahun 1961. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fiducia 

selain dapat diadakan atas benda bergerak juga dapat diadakan atas tanah 

hak pakai, hak pengelolaan asal diadakan dengan PPAT dan dicatat dalam 

sertifikat haknya. Demikian juga bangunan diatas tanah hak sewa juga 

dapat dijaminkan dengan fiducia. 

F. Hapusnya Fiducia 

Pada fiducia peralihan hak itu terjadi dengan penyerahan constitum 

passessorium, ialah penyerahan dimana debitur tetap melanjutkan menguasai 

benda yang diserahkan (dijaminkan) itu berdasarkan atas hak yang lain. 

Hubungan hukum lajim terjadi dalam praktek sebagai atas hak untuk tetap 

menguasai benda jaminan fiducia tersebut, misalnya : tetap menguasai 

bendanya berdasarkan pinjam pakai, penyimpanan, barang dan perjanjian 

sewa. 

Kemungkinan yang paling besar untuk hapusnya fiducia terjadi 

karena hapusnya perutangan pokok yang dijaminkan dengan fiducia. 

Dalam keadaan demikian yang menjadi persoalan ialah apakah hak milik 

atas benda tersebut otomatis kembali kepada debitur tanpa penyerahan 

khusus ataukah perlu penyerahan kembali atau "retro overdracht" dari 














































































































































